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Abstract— This study aims to analyze the legal politics underlying the formulation of the Rules of Procedure of the Honorary Board of
the Regional House of Representatives (DPRD) of East Java Province and to examine their conformity with the principle of meaningful
participation following Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. This research employs normative legal research using
statutory, conceptual, case, and historical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed
through descriptive-analytical methods supported by systematic legal interpretation. The findings indicate that the legal politics
underlying the formulation of the Rules of Procedure primarily emphasize strengthening the internal governance of the DPRD through a
self-regulatory mechanism supported by adequate philosophical, juridical, and sociological foundations. Nevertheless, the political
configuration surrounding the drafting process remains dominated by internal institutional interests, resulting in a legal product that tends
to exhibit conservative characteristics in terms of its legislative process. Furthermore, the study reveals that the formulation process has
not fully complied with the principle of meaningful participation established by Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020.
The indicators of the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained have not been optimally implemented,
placing the overall fulfillment of meaningful participation within the low category. Consequently, the level of constitutional compliance
demonstrated by the DPRD in formulating its internal regulation remains insufficient according to contemporary constitutional standards.
This research proposes a normative model for drafting DPRD internal regulations based on meaningful participation by integrating
transparency, public consultation, substantive consideration of public input, and institutional accountability as essential elements for

strengthening participatory democracy and constitutional compliance in the formulation of internal parliamentary regulations.

Keywords: Legal Politics; Meaningful Participation; DPRD Honorary Board; Constitutional Compliance; Constitutional Court Decision

Abstrak- Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pembentukan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi
Jawa Timur serta kesesuaiannya dengan asas meaningful participation pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII1/2020.
Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,
pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik
hukum pembentukan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur berorientasi pada penguatan tata kelola
internal lembaga melalui mekanisme self-regulation dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memadai. Namun, konfigurasi
politik pembentukannya masih didominasi kepentingan internal kelembagaan sehingga karakter produk hukumnya cenderung konservatif
dari aspek proses pembentukan. Penelitian juga menemukan bahwa pembentukan peraturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas
meaningful participation sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII1/2020. Indikator right to be
heard, right to be considered, dan right to be explained belum diimplementasikan secara optimal sehingga tingkat pemenuhan meaningful
participation berada pada kategori rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa constitutional compliance DPRD terhadap standar
konstitusional pembentukan hukum masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menghasilkan temuan hukum berupa perlunya model
pembentukan Peraturan DPRD berbasis meaningful participation yang mengintegrasikan keterbukaan informasi, konsultasi publik,
pertimbangan substantif terhadap masukan masyarakat, serta pertanggungjawaban hasil pembentukan regulasi sebagai bentuk penguatan
demokrasi partisipatif dan kepatuhan konstitusional dalam pembentukan peraturan internal DPRD.

Kata kunci: Politik Hukum; Meaningful Participation; Badan Kehormatan DPRD; Constitutional Compliance; Putusan Mahkamah
Konstitusi.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum konstitusional menempatkan
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud konkret dari prinsip good governance
dan supremasi hukum. Legitimasi normatif suatu ketentuan tidak semata ditentukan oleh prosedur
formal, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk prinsip
partisipasi publik yang bermakna. Pergeseran paradigma dari demokrasi representatif menuju
demokrasi partisipatoris dan deliberatif menuntut penafsiran ulang atas kewajiban konstitusional
pembentuk norma agar proses legislasi memberi ruang keterlibatan publik secara substantif.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi tonggak penting karena
mengkodifikasi prinsip meaningful participation sebagai unsur konstitusional dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Melalui putusan tersebut, hak masyarakat untuk didengar (right to
be heard), dipertimbangkan (right to be considered), dan memperoleh penjelasan (right to be
explained) menjadi tolok ukur konstitusionalitas formil. Mekanisme partisipasi yang bersifat formal-
seremonial namun tidak memengaruhi substansi kebijakan berisiko dinyatakan cacat prosedural
apabila diuji terhadap standar tersebut.

Dalam konteks kelembagaan daerah, DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
memiliki kewenangan normatif untuk membentuk peraturan internal, termasuk tata tertib dan tata
beracara alat kelengkapan dewan. Salah satu regulasi strategis adalah tata beracara Badan
Kehormatan (BK) DPRD, yang berfungsi mengatur mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran etik,
prosedur persidangan, hingga penjatuhan sanksi terhadap anggota dewan. Karena substansinya
menyentuh hak asasi anggota yang diperiksa sekaligus kepentingan publik atas akuntabilitas
lembaga, tata beracara BK tidak dapat diperlakukan semata sebagai urusan administratif internal,
melainkan harus dibentuk melalui prosedur yang konsisten dengan prinsip due process of law.

Namun demikian, praktik pembentukan regulasi internal DPRD termasuk tata beracara BK masih
menunjukkan kecenderungan tertutup dan eksklusif. Proses penyusunannya umumnya berlangsung
melalui mekanisme internal kelembagaan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara substantif,
sehingga input publik yang relevan kerap tidak terakomodasi. Kondisi ini bertentangan dengan
tuntutan konstitusional pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan mencerminkan praktik
penguasaan agenda oleh aktor politik tertentu di tingkat kelembagaan.

Dinamika tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2010 s/d 2026
memperlihatkan adanya perubahan normatif yang dipengaruhi pembaruan regulasi nasional dan
konfigurasi politik lokal. Akan tetapi, perubahan tersebut lebih banyak diarahkan pada penguatan
mekanisme internal kelembagaan dibandingkan pembangunan sistem partisipasi publik.
Dokumentasi peraturan yang ada mengindikasikan sejumlah kelemahan, antara lain: tahapan
konsultasi publik yang tidak sistematis, minimnya transparansi draf, dan tidak adanya mekanisme
respons formal atas masukan publik sehingga standar constitutional compliance belum menjadi
bagian integral dari proses legislasi internal.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai penerapan prinsip meaningful participation pada regulasi
internal DPRD, khususnya tata beracara Badan Kehormatan, masih sangat terbatas. Penelitian
terdahulu lebih banyak berfokus pada partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang atau
peraturan daerah, sementara politik hukum pembentukan regulasi internal alat kelengkapan dewan
belum banyak disentuh. Kekosongan kajian ini menjadi titik lemah dalam sistem pengetahuan hukum
tata negara, sekaligus menegaskan urgensi untuk membangun parameter konstitutif partisipasi
bermakna pada level kelembagaan lokal, agar aspek konstitusional tidak berhenti pada tataran
retorika.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisis secara yuridis-normatif
dinamika politik hukum pembentukan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur
periode 2010 s/d 2026 dalam perspektif meaningful participation pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya
mengonseptualisasikan parameter constitutional compliance yang aplikatif bagi regulasi internal
DPRD, sehingga dapat menjadi instrumen evaluatif bagi hakim konstitusi, akademisi, pembuat
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kebijakan, dan masyarakat sipil dalam menilai konstitusionalitas prosedur legislasi internal lembaga
perwakilan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research), yang
menurut Peter Mahmud Marzuki (2005) diarahkan untuk menemukan, menafsirkan, dan
mengkonstruksi norma hukum guna menjawab isu yang dikaji, yaitu pembentukan Peraturan DPRD
Provinsi Jawa Timur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dalam perspektif meaningful
participation pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI11/2020. Penelitian ini bersifat
preskriptif-analitis, karena tidak hanya mengidentifikasi kesesuaian norma yang ada dengan prinsip
konstitusional yang dibangun Mahkamah Konstitusi, tetapi juga merumuskan rekomendasi
mengenai model ideal pembentukan regulasi internal DPRD.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan lima pendekatan
yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,
pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun
2022, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2018, serta Tata Tertib dan Peraturan Tata Beracara
Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin
politik hukum, demokrasi deliberatif, negara hukum demokratis, meaningful participation, dan
constitutional compliance sebagai landasan argumentasi teoritis. Pendekatan kasus difokuskan pada
ratio decidendi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 beserta putusan MK lain yang relevan.
Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan tata beracara Badan
Kehormatan DPRD Jawa Timur sepanjang periode 2010-2026, sementara pendekatan perbandingan
digunakan untuk membandingkan pengaturan tersebut dengan praktik di provinsi lain dan standar
yang berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum
primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan
Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Naskah Akademik, dan hasil evaluasi
Kemendagri, serta putusan Mahkamah Konstitusi, terutama Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, disertasi, dan
tesis yang relevan, dengan komposisi referensi diupayakan minimal 80 persen merupakan terbitan
tahun 2020-2026 agar analisis tetap mutakhir.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang
meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang
relevan, penelusuran literatur ilmiah, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai
rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis melalui metode penalaran
hukum (legal reasoning), yang diawali dengan identifikasi isu hukum menyangkut politik hukum,
penerapan meaningful participation, dan constitutional compliance DPRD. Isu tersebut kemudian
dianalisis melalui inventarisasi dan sistematisasi norma, dilanjutkan dengan interpretasi hukum
secara gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan konstitusional. Hasil interpretasi tersebut
menjadi dasar bagi analisis dan konstruksi hukum atas ketiga isu penelitian, yang pada akhirnya
dikristalisasikan menjadi preskripsi hukum berupa rekomendasi normatif bagi model pembentukan
regulasi internal DPRD yang partisipatif dan konstitusional.
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Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menguji apakah proses pembentukan Peraturan Tata Beracara Badan
Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan prinsip partisipasi publik yang
bermakna, sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-
XVII1/2020. Putusan tersebut menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi bersama-sama agar
partisipasi publik dianggap benar-benar bermakna: masyarakat harus didengar, masukannya harus
dipertimbangkan, dan mereka berhak mendapat penjelasan atas hasil akhirnya. Karena ketiganya
harus terpenuhi sekaligus, hilangnya satu saja membuat keseluruhan proses dinilai belum
memenuhi standar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga syarat tersebut sama-sama belum terpenuhi.
Dari sisi mendengarkan masyarakat, tidak ditemukan forum konsultasi publik yang berjalan secara
terbuka dan sistematis. Masyarakat juga kesulitan mengakses rancangan peraturan maupun
mengikuti jalannya pembahasan sejak awal, sehingga praktis tidak ada ruang bagi mereka untuk
menyampaikan pendapat sebelum peraturan ini ditetapkan.

Dari sisi mempertimbangkan masukan masyarakat, keadaannya tidak lebih baik. Peneliti
tidak menemukan bukti dalam risalah rapat, berita acara, maupun dokumen pembahasan lainnya
yang menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat jika ada yang masuk benar-benar dibahas dan
memengarubhi isi peraturan. Seluruh proses pembahasan lebih banyak berlangsung secara internal
di kalangan DPRD sendiri.

Dari sisi memberikan penjelasan kepada publik, DPRD juga belum pernah menerbitkan
penjelasan resmi atau dokumen pertanggungjawaban yang menerangkan bagaimana hasil
pembahasan diputuskan, atau mengapa suatu masukan diterima atau ditolak. Tidak ada mekanisme
yang membuat masyarakat bisa menagih akuntabilitas atas proses ini.

Karena ketiga hal tersebut sama-sama lemah, penelitian menyimpulkan bahwa secara
keseluruhan penerapan partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan ini berada pada
tingkat yang rendah. Proses penyusunannya jauh lebih mencerminkan urusan internal kelembagaan
dibanding sebuah proses legislasi yang terbuka dan melibatkan publik.

Temuan ini juga berdampak pada penilaian terhadap kepatuhan DPRD terhadap konstitusi.
Karena kualitas partisipasi publik yang rendah, terlihat ada jarak antara apa yang dikehendaki
Mahkamah Konstitusi dan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Meski begitu, kesenjangan
ini tidak lantas membuat peraturan tersebut batal atau kehilangan kekuatan hukum ia hanya
menunjukkan bahwa proses pembentukannya belum sepenuhnya mencerminkan semangat negara
hukum yang demokratis.

Jika ditelusuri dari sudut pandang politik hukumnya, kondisi ini tidak mengherankan.
Pembahasan rancangan peraturan ini selama ini diperlakukan semata-mata sebagai "urusan rumah
tangga dewan", yang didominasi oleh kekuasaan elite dan fraksi-fraksi di internal DPRD. Dengan
meminjam teori Mahfud MD tentang hubungan antara kondisi politik dan karakter produk hukum,
pola pembentukan yang tertutup dan didominasi elite semacam ini menghasilkan produk hukum
yang bersifat konservatif—lahir dari proses yang elitis, berjalan searah dari atas ke bawah, dan lebih
mengutamakan kepentingan kelembagaan dewan ketimbang membuka ruang kontrol dari
masyarakat.
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Dari keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menarik empat kesimpulan penting.
Pertama, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI111/2020 dalam pembentukan
peraturan ini masih jauh dari optimal. Kedua, belum ada aturan yang secara khusus memandu
bagaimana partisipasi publik seharusnya dijalankan dalam pembentukan peraturan internal DPRD,
sehingga terjadi semacam kekosongan aturan yang perlu diisi. Ketiga, partisipasi publik yang
bermakna kini bukan sekadar etika bernegara yang baik, melainkan telah menjadi ukuran nyata
seberapa patuh DPRD terhadap konstitusi. Keempat, diperlukan sebuah model baru dalam
menyusun peraturan DPRD vyang benar-benar mengikutsertakan masyarakat—mulai dari
mempublikasikan rancangan sejak awal, membuka forum konsultasi yang inklusif, melibatkan
akademisi dan organisasi masyarakat sipil, mempertimbangkan setiap masukan secara sungguh-
sungguh, menjelaskan alasan diterima atau ditolaknya suatu usulan, hingga mendokumentasikan
seluruh proses secara terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik..

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pembentukan Peraturan Tata Beracara Badan
Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur, jika dilihat dari sisi politik hukumnya, sebenarnya sudah
berpijak pada landasan yang cukup kokoh baik dari segi filosofis (menjaga martabat lembaga
perwakilan sesuai cita hukum Pancasila), yuridis (berdasar UUD 1945 dan sejumlah undang-undang
terkait pemerintahan daerah serta pembentukan peraturan perundang-undangan), maupun
sosiologis (merespons kebutuhan masyarakat akan penegakan etik yang adil). Namun, ketika
ditelusuri lebih dalam, proses pembentukannya ternyata berlangsung secara tertutup dan
didominasi sepenuhnya oleh elite serta fraksi-fraksi di internal DPRD. Rancangan peraturan
diperlakukan semata sebagai "urusan rumah tangga dewan", sehingga ruang bagi akademisi,
organisasi masyarakat sipil, dan publik secara luas nyaris tidak ada. Kondisi ini menempatkan
peraturan tersebut sebagai produk hukum yang konservatif lahir dari proses elitis, berjalan searah
dari atas ke bawah, dan lebih melindungi kepentingan kelembagaan ketimbang membuka diri
terhadap kontrol publik. Oleh sebab itu, diperlukan pergeseran dari politik hukum yang tertutup
menuju politik hukum yang terbuka, di mana penyusunan tata beracara Badan Kehormatan tidak
lagi dipandang sebagai urusan internal semata, melainkan proses legislasi yang tetap membuka
dialog dengan pihak luar.

Sejalan dengan temuan itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pembentukan
peraturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas partisipasi bermakna sebagaimana
ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini telah
mengubah cara pandang terhadap keabsahan sebuah peraturan: tidak lagi cukup dinilai dari
terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan.
Ketiga syarat yang ditetapkan—masyarakat harus didengar, masukannya harus dipertimbangkan,
dan mereka berhak atas penjelasan ternyata sama-sama belum terpenuhi. Belum ada forum
konsultasi publik yang terbuka dan terstruktur, tidak ditemukan bukti bahwa masukan masyarakat
pernah dibahas atau memengaruhi isi peraturan, dan DPRD juga belum pernah menerbitkan
penjelasan resmi atas hasil pembahasannya. Karena ketiga syarat itu harus terpenuhi bersamaan
agar bisa disebut partisipasi yang bermakna, kegagalan pada ketiganya menunjukkan bahwa tingkat
pemenuhannya masih rendah, dan sejalan dengan itu, kepatuhan DPRD terhadap standar
konstitusional pasca putusan MK tersebut juga masih perlu diperkuat. Karena itu, dibutuhkan
perubahan cara pandang dalam menyusun peraturan internal DPRD, dari yang semula berorientasi
pada kepentingan internal, menuju proses yang benar-benar demokratis, transparan, partisipatif,
dan akuntabel.
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Saran

Peneliti berpandangan bahwa aturan yang berlaku saat ini sesungguhnya sudah memiliki
sejumlah kekuatan: memberi landasan hukum yang jelas bagi DPRD dan Badan Kehormatan dalam
menyusun tata beracara, mengikuti prosedur yang runtut sesuai Tata Tertib DPRD, serta memberi
kepastian hukum dari sisi kewenangan. Hanya saja, di tengah perkembangan hukum tata negara
pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, aturan ini masih menyisakan sejumlah celah yang
perlu dibenahi.

Pertama, belum ada kewajiban yang tegas bagi DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam setiap
tahap penyusunan tata beracara Badan Kehormatan karena itu, ketentuan yang mewajibkan
konsultasi publik sebelum peraturan ditetapkan perlu ditambahkan. Kedua, belum ada kewajiban
untuk mempublikasikan rancangan peraturan, sehingga akses masyarakat masih bergantung
sepenuhnya pada kebijakan internal DPRD; perlu ada aturan yang mewajibkan rancangan dan
dokumen pendukungnya dipublikasikan melalui media yang mudah dijangkau publik. Ketiga, belum
ada mekanisme yang mengatur bagaimana masukan masyarakat dicatat, dibahas, dan
ditindaklanjuti, sehingga perlu ditambahkan norma vyang mewajibkan setiap masukan
didokumentasikan dan dijadikan bagian dari berkas resmi pembentukan peraturan. Keempat, DPRD
juga belum berkewajiban menjelaskan kepada publik alasan diterima atau ditolaknya suatu
masukan, sehingga perlu ada aturan yang mewajibkan penyampaian hasil pembahasan beserta
alasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kelima, secara lebih luas, diperlukan harmonisasi
antara aturan internal DPRD dan perkembangan hukum konstitusi, agar pembentukan peraturan
DPRD tidak berhenti pada kepatuhan prosedural semata, tetapi juga memperoleh legitimasi
demokratis melalui keterlibatan masyarakat yang sungguh-sungguh.

Dengan tetap mempertahankan kejelasan kewenangan dan prosedur yang sudah ada,
disertai penyempurnaan pada aspek partisipasi publik tersebut, peraturan tata beracara Badan
Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menjadi regulasi yang tidak hanya sah
secara hukum, tetapi juga responsif, transparan, akuntabel, dan sejalan dengan semangat negara
hukum yang demokratis.
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